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TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK

CATATAN

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Peraturan Presiden
Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi
Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN 4438); UU No. 14 Tahun
2015 (LN Tahun 2015 No.278, TLN 5767); PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun
2005 No. 137, TLN 4575); Perpres No. 137 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.
288); Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014; Permenkeu RI No.
250/PMK.07/2015.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, meliputi:
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran
2011, Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
Anggaran 2013, dan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun Anggaran 2014.

Alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Peraturan Presiden
Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.286.500.000.000,00 (satu triliun dua
ratus delapan puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).

Penyaluran alokasi kurang bayar Dana Bagi Basil Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 25 Januari 2016.



